
 
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 19 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT                                  

UMUM DAERAH (RSUD) PAMEUNGPEUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Pameungpeuk; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 
445/Kep.855-Org/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit 
Umum Daerah Pameungpeuk Dengan Status Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, Rumah 
Sakit Umum Daerah Pameungpeuk merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Garut yang telah menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri                              

Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat 

memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas 
barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk 

tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Pameungpeuk; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                      
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                       

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                     
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005   Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                      
Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

 dan   

BUPATI GARUT 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 19 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PAMEUNGPEUK. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. 

  Ditetapkan di Garut 

  pada tanggal  

 B U P A T I  G A R U T,    

                                                 t t d        

               RUDY GUNAWAN 
 

 
Diundangkan di Garut 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

                               

  I M A N  A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN          NOMOR  

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT                
(......../........), (.........)/(.........) 
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